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ABSTRAK

SHENDY DESTRIA : NIM 2013/1301944 Pengaruh Komunikasi Eksternal
Organisasi terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang
Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun
2010 Kota Payakumbuh.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya masalah
komunikasi eksternal organisasi (Dinas Koperindag UMKM) Kota Payakumbuh
kepada pedagang kaki lima, sebab informasi yang disampaikan tidak sesuai
dengan kenyataan, dan juga informasi tersebut tidak langsung disampaikan
kepada PKL. Latar belakang dilakukannya penelitian ini juga karena masih
terdapat komunikasi eksternal organisasi yang masih kurang baik kepada
pedagang kaki lima atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2010. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi terhadap
Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun
2010 Kota Payakumbubh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini
adalah pedagang kaki lima yang berjualan di pasar pusat Kota Payakumbuh.
Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik
pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Propotional Random Sampling.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 245 orang. Jenis data penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan angket dan skala pengukuran skala likert. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi eksternal organisasi berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat pemahaman PKL dengan nilai signifikansi 0,00. Nilai
Adjust R Square 0,148. Hal ini berarti pengaruh variabel komunikasi eksternal
organisasi terhadap tingkat pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor 9
tahun 2010 sebesar 14,8 %.Sedangkan sisanya 85,2 % dipengaruhi variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya nilai R yang dihasilkan
sebesar 0,389 vyang berarti kekuatan pengaruh variabel komunikasi eksternal
organisasi mempengaruhi tingkat pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor
9 tahun 2010 sebesar 38,9 %.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dikemukakan dalam penelitian ini
yaitu bagi Dinas Koperindag UMKM Kota Payakumbuh agar lebih
memperhatikan pedagang kaki lima, menjalin komunikasi yang lebih baik lagi
dan meningkatkan komunikasi persuasif kepada pedagang kaki lima, karena
komunikasi ekskternal organisasi masih berada dikategori rendah. Sehingga perlu
ditingkatkan lagi menjadi lebih efektif. Pemahaman PKL masih berada dalam
kategori cukup/sedang. Semoga dengan ditingkatkannya komunikasi eksternal
organisasi maka pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010
menjadi meningkat.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Komunikasi Eksternal Organisasi,
Pemahaman
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dalam melakukan aktivitas manusia, manusia hidup berkomunikasi dengan
manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Semakin berkembang
kehidupan manusia, peranan komunikasi menjadi hal penting untuk kepentingan
interaksi, menjalin kerja sama dengan orang lain, dan memecahkan masalah. Di
dalam menyelesaikan masalah Pemerintah daerah sebagai aktor dalam kebijakan
harus membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di
suatu daerah tertentu. Ukuran keberhasilan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh
ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tujuan yang
dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi (Budi Winarno, 2013:162).
Salah satu kebijakan yang telah dibuat untuk mengurangi atau memecahkan
masalah tersebut yaitu dengan dibuatkan suatu peraturan daerah.

Peraturan daerah dijadikan sebagai salah satu cara di dalam meminimalkan
masalah yang ada. Masalah yang masih belum bisa diatasi adalah pengangguran,
karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga membuat masyarakat
lebih memilih membuka usaha sendiri dan menjadi pedagang. Pedagang menurut
Damsar (1997:106) adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk
atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pedagang kaki lima masuk ke dalam kategori jenis pedagang retail. Pedagang kaki
lima menurut Perda Nomor 9 tahun 2010 pasal 1 diartikan sebagai pedagang yang
melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka

dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah
1
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daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak
atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di pasar kota
Payakumbuh itu telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
tentang pedagang kaki lima dan/pedagang kaki lima malam. Di dalam peraturan
tersebut dijelaskan tentang penetapan lokasi berjualan, luas tempat usaha,
pembinaan, tata cara pengurusan izin serta kewajiban dan larangan yang harus
ditaati dan dilakukan oleh pedagang kaki lima (Perda Nomor 9 tahun 2010). Di
dalam menjalankan peraturan daerah tersebut ini menjadi tugas dan wewenang
oleh dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota Payakumbuh dengan
kerja sama oleh instansi terkait di dalam melaksanakan serta mensosialisasikan
peraturan daerah kepada pedagang kaki lima. Peraturan daerah tersebut dijelaskan
sejumlah aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pedagang kaki lima di kota
Payakumbuh. Baik pedagang kaki lima yang berjualan di siang hari maupun
pedagang kaki lima yang berjualan di malam hari. Diharapkan dengan adanya
pemberlakuan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang
kaki lima malam, pedagang mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

Tapi kenyataan berbanding terbalik dengan yang semestinya. Walaupun
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 tahun 2010 tentang
Pedagang Kaki Lima /atau Pedagang Kaki Lima Malam akan tetapi dalam
kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Khususnya di
pasar pusat kota Payakumbuh masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan
pelanggaran dari peraturan tersebut beragam alasan diantaranya, masih

terbatasnya informasi yang diterima oleh PKL, adanya perbedaan pandangan atau/
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persepsi dari pedagang tentang penataan pasar pusat kota Payakumbuh.,
ketidaktahuan akan peraturan daerah atau belum tersosialisasikannya Peraturan
Daerah Nomor 9 tahun 2010 ini dengan baik ke seluruh pedagang kaki lima yang
menempati daerah atau lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi
Perindustrian Dan Perdagangan kota Payakumbuh. Tidak hanya itu, sering kali
dijumpai para PKL yang masih sering berjualan bukan pada tempatnya, pada saat
peneliti melakukan obeservasi awal di dapati bahwa ada pedagang kaki lima
malam yang berjualan di luar waktu berjualan. Seharusnya pedagang kaki lima
malam memulai berjualan pada pukul 16.00 wib (jam 4 sore). Namun
kenyataanya pedagang kaki lima malam telah berjualan pada pukul 15.00 wib.
Ada juga beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan maupun menumpuk
barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar, maupun jalanan umum. Selain itu,
masih banyak juga para pedagang kaki lima yang tidak membongkar atau
memindahkan barang dagangannya setelah usai berjualan, dan bahkan ada yang
berjualan dengan bangunan yang permanen. Bahkan saat peneliti melakukan
observasi beberapa bulan kemudian, didapati adanya pedagang buah yang
berjualan sedikit maju ke depan dari area yang seharusnya berlaku, dan juga
berdasarkan data dari (hasil wawancara dengan kepala Diskoperindag UMKM
Bidang Pasar, 2016) hanya sekitar 180 PKL yang memiliki izin penempatan
usaha, dan sisanya PKL tersebut tidak memiliki izin penempatan usaha atau tidak
teregritasi pada dinas terkait. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman, serta
pengetahuan yang masih kurang tentang aturan mengenai pengelolaan PKL di

kota Payakumbuh.
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Dilihat dari belum tersosialisasikannya peraturan daerah dengan baik,
karena terbatasnya jumlah anggota /personil bidang pengelolaan pasar telah
memberi dampak kepada pedagang kaki lima kota Payakumbuh dalam melakukan
usaha di sektor informal. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki
lima seperti berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah Kota
Payakumbuh (Dinas Koperasi dan UMKM). Dinas Koperasi dan UMKM
(Diskoperindag) harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti
Satpol PP dan Damkar di dalam permasalahan pedagang kaki lima di pasar
Payakumbuh sehingga tujuan dari Perda Nomor 9 Tahun 2010 dapat terlaksana
dengan baik. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota Payakumbuh
hanya mensosialisasikan peraturan daerah dengan kelompok asosiasi pedagang
kaki lima, tidak ke pedagang kaki lima secara keseluruhan.

Di dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh bidang pengeloaan
pasar kepada para PKL yang melakukan pelanggaran itu selalu diadakan dengan
cara penyelesaian di tempat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala
bidang pengelolaan pasar, bahwasanya komunikasi yang dilakukan pemerintah
kota kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran dilakukan komunikasi
secara persuasif, apabila ada yang melanggar akan diberikan surat teguran dan
apabila tidak adanya respons selama 2x24 jam maka dilakukan dengan cara
bongkar tempat usahanya serta pedagang yang melanggar diberikan sanksi berupa
uang ganti rugi kepada dinas pasar sesuai dengan jenis usaha dan dagangannya
(hasil wawancara, 2016). Dengan cara seperti itu tidak membuat pedagang kaki
lima untuk jera melakukan pelanggaran, karena tidak adanya bukti bahwa mereka

sudah pernah melakukan pelanggaran, dan juga tidak adanya aparat yang mencatat
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berapa banyak pedagang yang sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak
membuat pedagang tersebut jera untuk berhenti melakukan pelanggaran.

Tidak bisa dipungkiri banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam
pelaksanaan dan penerapan Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang
dilakukan oleh Diskoperindag kepada PKL yaitu karena terbatasnya personil atau
anggota dari dinas Koperindag di dalam penyampaian informasi maupun
melakukan pendekatan persuasif kepada PKL yang melanggar.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai bidang Pengelolaan Pasar dan PKL

UNSUR JUMLAH
Pegawai Dinas KOPERINDAG (bidang 25 orang PNS
pengelolaan pasar) 26 orang THL
Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh 2261 orang

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2016)

Tak hanya itu di dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pengelolaan
pedagang kaki lima masih terdapat keterbatasan dan permasalahan dalam hal
komunikasi. Jika komunikasi yang di bangun oleh pemerintah cukup baik, maka
akan menyebabkan keberhasilan dalam penataan pasar. Komunikasi yang sering
dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini menjadi tanggung jawab bidang
pengendalian pasar, saat saya mewawancarai beliau mengatakan bahwa

“Pemerintah saat melakukan pertemuan dengan itu hanya melalui

surat udangan rapat, dan memang kami hanya melakukan pertemuan

dengan ketua asosiasi saja. Menurut kami saat diadakan pertemuan
dengan perwakilan asosiasi PKL kami rasa sudah cukup membantu

di dalam penyampaian informasi kepada PKL”

Komunikasi secara konsepsional diartikan sebagai suatu proses rangkaian

kegiatan penataan, berupa penyampaian informasi, baik berupa suara, lambang,

dari satu orang atau beberapa orang kepada pihak lain untuk tujuan tertentu (Inu
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Kencana, 2006: 59). Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum,
masyarakat atau negara (Inu Kencana, 2006: 17). Komunikasi eksternal organisasi
adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah
organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media.

Permasalahan komunikasi yang tampak pada penataan dan pengelolaan
pedagang kaki lima yang peneliti temukan di berita online (haluanonline, 2016)
yang mana isi berita tersebut yaitu ratusan pedagang kaki lima (PKL) datang ke
kantor DPRD Payakumbuh lantaran kekecewaan mereka kepada pemerintah. PKL
menyebut bahwa lokasi yang disiapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh
melalui Diskoperindag tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah saat
menjalin komunikasi dengan pedagang. Ini merupakan salah satu indikasi
kegagalan Pemkot Payakumbuh dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi saat
melaksanakan suatu kebijakan penataan pasar, salah satunya di dalam indikator
penerima pesan. Sebab penyampaian informasi dan pesan tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada.

Keluhan dari pedagang yang direlokasi tersebut langsung ditanggapi oleh
pemerintah, yang mengatakan relokasi sudah menjadi harga mati, seperti yang
dikutip di (Pemkot Payakumbuh, 2016).

“Pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke terminal nantinya akan

berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Pemindahan tersebut sudah

menjadi harga mati, karena sosialisasi relokasi PKL sudah dilakukan
sejak setahun. Ini tidak akan menimbulkan persoalan lagi. Karena
sudah dilakukan pertemuan dengan para perwakilan pedagang
beberapa kali oleh Pemko. Dalam pertemuan terakhir, pekan kedua

Januari lalu, perwakilan pedagang yang dipimpin Ketua APKL H.

Nursyirwan, Ketua IP3 H. Esa Musardanil, Ketua Organda Amri,

Ketua SPSI Basril Abas, sepakat untuk pindah ke terminal angkot.

Dalam catatan Diskoperindag, tercatat kurang lebih 150 PKL yang

akan direlokasi ke terminal angkot. Mereka selama ini, menempati
gang-gang di kawasan pasar bertingkat blok barat dan blok timur.



Kadiskoperindag Dahler pun, menjamin, pihaknya bersama mitra
kerjanya, seperti Dishubkominfo, Satpol PP dan petugas kepolisian
dan TNI yang tergabung dalam tim pemindahan, akan mengamankan
daerah yang ditinggal PKL”.

Tabel 1.2
PKL yang melakukan pelanggaran dan demonstrasi ke kantor
DPRD Kota Payakumbuh

JENIS USAHA JUMLAH

Pedagang Pasar Buah 40 (empat puluh ) PKL

Pedagang Jufri / samping Rambuti 28 (dua puluh delapan) PKL

Pedagang Samping Gumarang 32 (tiga puluh dua )PKL
(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2016)

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Satpol PP
UNSUR JUMLAH
Pegawai SATGAS Polisi Pamong Praja 48 (empat puluh delapan) orang
Pegawai Kontrak 71 (tujuh puluh satu) orang

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota
Payakumbuh Tahun 2017)

Adanya menjalin komunikasi dengan organisasi lain seperti dengan pihak
satuan polisi pamong praja (Satpol PP) belum dapat mengatasi permasalahan
PKL, sebab pemerintah kota Payakumbuh tidak pernah melakukan pertemuan
dengan para pedagang secara keseluruhan di dalam kebijakan relokasi untuk
penataan pasar, pemerintah kota Payakumbuh hanya melakukan pertemuan
dengan ketua asosiasi, tidak kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di pasar
pusat Payakumbuh. Interaksi yang kurang baik terlihat ketika belum efektifnya
kerja sama dan dialog yang dilakukan pemerintah kota Payakumbuh saat
melakukan pendekatan dengan para pedagang yang dinilai masih kurang baik,
lantaran adanya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh PKL ke kantor DPRD.
Tidak hanya itu saat peneliti mewawancarai salah seorang pedagang pakaian yang

di relokasi, mereka mengatakan bahwa setiap informasi yang disampaikan dari
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dinas koperasi perdagangan industri dan perdagangan, hanya disampaikan melalui
APKL. Padahal mereka mengatakan tidak semua pedagang yang bergabung ke
dalam kelompok asosiasi tersebut. Seringkali mereka tidak mendapatkan
informasi apa saja dari Diskoperindag UMKM kota Payakumbuh. Sehingga
terkadang mereka terkejut bahkan tidak mengetahuinya saat adanya perubahan-

perubahan aturan atau kebijakan dari pemerintah kota.

Tabel 1.4
Jumlah PKL yang tergabung di dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima
Kota Payakumbuh
No. Lokasi Jumlah
1 Pasar Pusat Payakumbuh 350 PKL
2. | Pasar Ibu Kota Payakumbuh 1200 PKL
Jumlah 1550 PKL

(Sumber: Data dari Ketua APKL, 2017)

Berdasarkan data di atas dari ketua APKL Bapak H. Nusirwan
bahwasanya PKL yang masuk ke dalam asosiasi PKL hanya 1550 orang PKL,
sementara jumlah PKL sebanyak 2261 orang. Tidak heran terkadang mereka yang
tidak tergabung ke dalam kelompok asosiasi ini tidak mengetahui apapun
informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh kepada para
pedagang.

Pemindahan lokasi berjualan yang dilakukan oleh Diskoperindag
menimbulkan keluhan dan pengetahuan yang berbeda-beda dari para pedagang
kaki lima. Sebab informasi yang peneliti dapatkan saat peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa orang pedagang kaki lima yang berjualan pakaian
serta yang berjualan minuman. Pedagang pakaian menuturkan bahwa:

“ibuk disini sudah lama berjualan di pasar pusat Payakumbuh serta

meneruskan usaha keluarga. Saat ibuk disuruh untuk pindah

berjualan, ibuk menerimanya. Asalkan tempat baru yang disediakan
pemerintah sesuai dengan yang ibuk harapkan. Namun kenyataan



tempat yg ibuk terima itu jauh dari apa yang ibuk bayangan ibuk.
Lebih besar luas tempat dagangan ibuk yang lama dari pada yang
sekarang. Pemerintah di dalam memberikan informasi tidak konsisten
serta sering tidak adil di dalam pemberian informasi. Sebab informasi
yang diberikan pemerintah sering kali melalui organisasi PKL,
seperti APKL. Padahal tidak semua PKL yang tergabung ke dalam
organisasi itu. Jadi komunikasi pemerintah masih belum bisa
dikatakan baik, kalau tentang peraturan daerah ibuk tidak mengetahui
karena informasi tidak sampai kepada seluruh PKL di pasar pusat
Payakumbuh”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang pedagang minuman,

tentang penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh
Diskoperindag. Pedagang minuman tersebut mengatakan bahwa:

“Saya sudah enam tahun berjualan di pasar Payakumbuh dan menjadi
PKL. Saya mengetahui tentang tempat-tempat lokasi yang
diperbolehkan di dalam menjual barang dagangan. Mengetahui luas
tempat dagangan, dan waktu berjualan. Menurut saya komunikasi
pemerintah dengan PKL sudah belum dikatakan baik. Pemerintah
sudah membagi-bagi tempat/lokasi untuk PKL berjualan, dalam
pembagian-pembagian lokasi berjualan adanya rasa sikap yang
kurang adil yang diberikan oleh pemerintah”.

Tidak hanya dari pedagang kaki lima saja yang peneliti wawancarai,
namun peneliti juga mewawancara ketua asosiasi pedagang kaki lima (APKL)
beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 ini adalah permintaan dari

seluruh pedagang kaki lima, yang meminta kepada DPRD untuk

dibuatkan suatu peraturan untuk mereka saat berjualan di pasar

Payakumbuh. Supaya mereka merasa aman di dalam berjualan. Jadi

pedagang kaki lima di sini telah mengetahui tentang peraturan

tersebut di dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima”.

Pemerintah kota Payakumbuh dalam menjalin komunikasi dengan

pedagang dilakukan dengan menggunakan surat undangan rapat.”

Adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh pedagang dengan
ketua organisasi PKL tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota

Payakumbuh serta pemahaman dari PKL tentang Peraturan Daerah Nomor 9 tahun

2010 mengenai kebijakan dari peraturan daerah pedagang kaki lima kota
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Payakumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikutip dari
Zahidah (2010:33) mengungkapkan pemahaman diartikan sebagai proses,
perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman bermanfaat untuk
menjadikan pedagang kaki lima lebih taat terhadap peraturan daerah, sehingga apa
yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat tercapai.

Adanya kebijakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima yang
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 diperlukan komunikasi
yang baik dibangun pemerintah untuk meningkatkan pemahaman yang baik juga
dari pedagang kaki lima. Namun saat ini karena kurangnya komunikasi yang baik
serta pendekatan persuasif yang masih kurang dilakukan tak hayal masih banyak
pedagang yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang
“Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Pemahaman Pedagang
Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kota Payakumbuh”.

. Identifikasi Masalah

1. Belum optimal komunikasi yang dilakukan oleh dinas koperasi perdagangan
dan perindustrian (Diskoperindag) UMKM kota Payakumbuh di dalam
penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima.

2. Penyampaian informasi dan pesan dari Diskoperindag UMKM tidak sesuai
dengan yang ada di lapangan dan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima.

3. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan dari masing-masing pedagang kaki
lima tentang komunikasi Diskoperindag di dalam penataan pasar pusat kota

Payakumbuh.
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4. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan pedagang kaki lima mengenai
Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 di kota Payakumbuh.

5. Kurangnya pemahaman pedagang kaki lima atas Perda Nomor 9 tahun 2010
. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis melakukan
pembatasan masalah agar dapat mencapai sasaran. Pembatasan masalah yang
dimaksud adalah “Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap
Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2010 Kota Payakumbuh”
. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini yaitu: Apakah Terdapat Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi
Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2010 Kota Payakumbuh?
. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi
Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2010 Kota Payakumbubh.
. Manfaat Penelitian
Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang

terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya mata kuliah komunikasi

dan hubungan masyarakat (public relation)
2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung
jawab Diskoperindag UMKM sebagai masukan dalam perbaikan menjalin
komunikasi dengan pedagang kaki lima, mengetahui keinginan PKL serta
sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan.

b. Peneliti secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk
mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang
terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari

selama di bangku perkuliahan.



